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Kata Kunci . _Perlindungan Anak, Nasab, Tanpa Isbat Nikah

Perlindungan anak berhak mendapatkan jaminan  kesejahteraan yang
berkesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental
dan sosial akan sulit dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi tentang kelahiran
anak. Dalam perkara yang diajukan pada Mahkamah Syar’iyah pada penetapan
Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna para pemohon yang melakukan pernikahan sirri
telah dikaruniai anak satu, dan mengajukan permohonan asal usul anak tanpa isbat
nikah dikarenakan kebutuhan untuk mengurus daftar gaji kepada pihak kantor.
Sementara dalam pembuktian penetapan nasab anak pada Pasal 55 ayat 1 Undang-
Undang Perkawinan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan
akta kelahiran serta status anak tersebut terlihat dari perkawinan yang sah. Hal ini
sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah pada
penetapan Mahkamah Syar’iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna dan bagaimana
pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan
nasab anak tanpa isbat nikah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun
skripsi ini adalah penelitian melalui kepustakaan (library research), dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Setiap anak berhak atas menerima perlindungan dan mendapatkan haknya salah
satu haknya tersebut adalah identitas diri dan status kewarganegaraan vide
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode penemuan hukum hakim ada
tiga; merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fighu Al
Islami Wa Adillatuhu yaitu pernikahan sah maupun yang fasid merupakan sebab
untuk menetapkan nasab, apabila pernikahan itu secara adat tanpa akta pernikahan
secara resmi maka dapat ditetapkan nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan
tersebut sebagai anak dari suami istri merujuk pada ketentuan Pasal 55 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 103 Ayat
(3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pada Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak te dengan titik di
) L
! dilambangkan 16 ! bawahnya
2 o B Be 17 % ; zet_ dengan titik
di bawahnya
- Te . Koma terbalik
3| = v €l ¢ (di atas)
4 & g es d_engan titik 19 g Gh Ge
di atasnya
5 | ¢ J < 20 | G F Ef
ha dengan titik 5 Ki
6 c h di bawahnya 21 yF Q
7 ¢ Kh ka dan ha 2 4 K Ka
8 | D D o 0 L El
: zet dengan titik Em
9 : & di atasnya < # A
0| R T as | NG N En
1| z 24k 261 s W we
12 | o S Es 27| e H Ha
13 o Sy es dan ye 28 . , Apostrof
es dengan titik Ye
4] e $ dibawahnya | 20 | ¢ Y
. de dengan titik
15 e d di bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
s & Fathah dan ya Al
5 o Fathah dan wau Au
Contoh:
—aS = Kaifa,
Jds2 = haula
2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
) & Fathah dan alif atau ya A
S o Kasrah dan ya I
s Dammah dan wau U
Contoh:
Ji = qala
J8 = gila

3. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.




a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (3) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ik Lz raudah al-agfal/ raudatul agfal
5255 450d) - al-Madinah al-Munawwarah/

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuali
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka
mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta
kasih sayang dengan cara yang ridhai Allah. ! Menurut undang-undang
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.? Jadi, pernikahan adalah
sebuah ikatan yang dijalin melalui sebuah akad untuk menghalalkan hubungan
kelamin laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

Perkawinan dilakukan dengan tujuan yang positif, yaitu agar dapat
menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi
tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai tenteram
dan kekal dengan rasa cinta kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah
yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku
bangsa manusia.®

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dalam
pembagian syarat perkawinan tersebut ulama berbeda pendapat dalam
menggolongkan mana yang termasuk syarat perkawinan, akan tetapi ulama
sependapat bahwa yang digolongkan dalam rukun perkawinan adalah adanya
mempelai laki-laki dan perempuan yang akan dikawinkan, terdapat wali dari

mempelai wanita, terdapat dua orang saksi, dan dilakukannya sighat akad nikah.

1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), him.
14,

2 Republik-Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor | Tahun 1974
Tentang Perkawinan, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), him. 2.

3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: Ull Press, 2011), him. 31.



Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan
dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan
kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib
administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi
kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan
dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.*

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh
pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa
penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian,
kelahiran, kematian dan pengakuan yang dipergunakan sebagai pembuktian
tentang adanya/terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu juga dengan
adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah kedua orang
tuanya perlu adanya data otentik kelahiran anak tersebut.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatat, status anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan
kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun
anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat
menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini
menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian
hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak
mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara

agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Oleh karena itu perlu

4 Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1992), him. 110-111.



adanya upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari
kedua orang tuanya secara agama dan negara.

Undang-undang perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak
sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang
perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam status pernikahan
yang tercatat dalam undang-undang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak
disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan
seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43
Undang-undang perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya.

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih
lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah
lebih rendah dibandingkan dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di
bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah
perwalian. Hak bagian anak sah dalam perwarisan orang tuanya lebih besar dari
pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui
surat wasiat dibatasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu
harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.
Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah
Pasal 28 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat
keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran.

], Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), him. 110.



Ketentuan hak-hak anak diatur secara tersebar dalam bentuk perundang-
undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal
1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak
tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tidak seorangpun dapat
merampas hak anak itu.

Hak dan kewajiban anak tersebut selain diatur dalam hukum nasional juga
dalam hukum internasional. Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa tanggal 20 November 1989 antara lain menyatakan bahwa anak-anak
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan hak
yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan
bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Memiliki kewarganegaraan sejak
lahir, mendapat jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum
baik terhadap segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan perbuatan-perbuatan
diskriminasi. Konvensi tentang hak-hak anak telah diratifikasi dengan keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia telah terikat melaksanakan
Konvensi tersebut.®

Perlindungan anak yang berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang
merupakan asasi manusia yang perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial akan sulit
dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi tentang kelahiran anak, karena orang
tuanya menikah tanpa ada catatan nikah resmi dalam peraturan republik
Indonesia. Banyak masyarakat yang hanya memperhatikan keabsahan nikahnya
dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang Perkawinan tentang pencatatan, bila syarat nikahnya yang merupakan

® Soenaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Alumni, 1991), him. 154.



seagama, mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri, keduanya tidak
dalam kondisi ihram, adanya wali akad nikah, menikah tanpa paksaan kemudian
rukun nikah telah terpenuhi adanya kedua mempelai pengantin, wali, dua orang
saksi, ijab dan gabul maka mereka merasa cukup.

Apabila akta nikah tidak ada, maka jalan keluarnya dengan mengajukan
permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama di masing-masing tempat
tinggal mereka berdomisili. Pengadilan Agama akan menerima dan memeriksa
permohonan isbat nikah tersebut melalui pemeriksaan yang teliti dan lengkap
pada tahap-tahap persidangan, jika sudah terbukti perkawinan tersebut sah secara
agama.

Demikian syarat yang harus di penuhi untuk melakukan isbat nikah yaitu
dengan menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama,
surat keterangan dari kantor urusan agama setempat yang mmenyatakan bahwa
pernikahan belum tercatatkan, surat keterangan dari kepala desa yang
menerangkan bahwa mereka telah menikah, foto copy KTP pemohon isbat nikah
serta membayar biaya perkara.” Maka permohonan tersebut akan dikabulkan
dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan setelah berlakunya Undang-
undang.

Disamping itu isbat nikah dapat dilakukan untuk mereka yang tidak
memiliki akta nikah yang secara resmi oleh negara. Alasan mengajukan isbat
nikah merupakan sebuah solusi untuk menetapkan nasab anak kepada orang
tuanya agar anak tersebut mempunyai status hukum yang kuat untuk dimasa
kemudian nanti.

Namun berbeda dengan kasus yang terjadi dalam perkara yang diajukan
pada Mahkamah Syar’iyah pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna

7 Erickson Sagala, Prosedur ~ Permohonan Itsbat  Nikah, 2011,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-
Itsbat-nikah diakses pada tanggal 21 Juli 2022


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-Itsbat-nikah
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-Itsbat-nikah

pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Islam
dengan wali nikah ayah kandung pemohon Il pada tanggal 30 Januari 2015,
karena alasan suami masih terikat hubungan pernikahan dengan istri sahnya.
Kemudian mereka telah dikaruniai anak satu pada tahun 2019, dan mereka belum
pernah mengajukan isbat nikah sampai mereka bercerai dari pengadilan dan tidak
mempunyai akta perceraian dari peradilan, namun dikarenakan kebutuhan untuk
mengurus daftar gaji yang pihak kantor meminta surat yang menerangkan bahwa
anak tersebut adalah anak kandung dari para pemohon, sehingga mereka
melakukan permohonan penetapan anak ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Sementara dalam pembuktian penetapan nasab anak pada Pasal 55 ayat 1
Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa asal usul seorang anak
hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh
pejabat berwenang dan berkaitan dengan akta kelahiran menentukan kejelasan
terhadap status anak tersebut terlihat dari perkawinan yang sah, hal ini sesuai
dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu persyaratan penetapan
nasab anak juga terdapat pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil bahwa dengan kutipan akta kelahiran; kutipan akta perkawinan
yang menerangkan terjadinya peristiwa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan
yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; Kartu Keluarga orang tua, dan
Kartu Tanda Kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap anak
berhak mendapatkan perlindungan khusus, sehingga peneliti ingin meninjau lebih
jauh tentang perlindungan anak tanpa isbat nikah dengan mengangkat judul
“Perlindungan Hak Nasab Anak Tanpa Isbat Nikah Ditinjau dari Hukum
Positif (Analisis Penetapan Mahkamah Syar’iyah Nomor
40/Pdt.P/2021/MS.Bna)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas bahwa yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah menurut ketetapan
perundang-undangan pada penetapan mahkamah syar’iyah Nomor
40/Pdt.P/2021/MS.Bna ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya
permohonan pengesahan nasab anak tanpa isbat nikah dalam penetapan
Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah menurut
ketetapan perundang-undangan pada penetapan mahkamah syar’iyah
Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya
permohonan pengesahan nasab anak dari pasangan yang belum isbat
nikah dalam penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna.

D. Penjelasan Istilah
Agar terhindar dari kemungkinan  adanya kesalahpahaman dalam
penafsiran mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka penulis
merasa perlu kiranya untuk menuliskan terlebih dahulu penjelasan istilah yang
terdapat pada judul di atas, mengenai penjelasannya istilahnya adalah sebagai
berikut:
1. Perlindungan Anak
Menurut kamus besar bahasa Indonesia perlindungan artinya adalah
sebagai proses, cara dan melindungi. Upaya perlindungan anak yang diterima

oleh setiap anak yang baru lahir hingga usianya belum genap 18 tahun. Pada



undang-undang perlindungan anak menekankan bahwa perlindungan anak
berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak,
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta pengahargaan
terhadap pendapat anak.

2. Nasab
Nasab berarti kerabat, keturunan atau menetapkan Kketurunan.

Penentuan nasab kepada ayah merupakan suatu akibat yang timbul dari suatu
perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum syar’i walaupun suami
istri sepakat anak tersebut bukan hasil perkawinan mereka.®
3. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon
kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang
tidak dicatat atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah dan
berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut pejabat berwenang yang
dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan setempat mencatat perkawinan semacam itu sekaligus
memberikan kutipan akta nikah.°
4. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.
Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan
yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada
lawan hukum. Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara permohonan. Amar

putusan dalam penetapan bersifat declaratoir yaitu menetapkan atau

& Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Depok: Kencana, 2017), him.
263

° Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama, (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2003), him. 237.



menerangkan saja.'® Hakim yang peneliti maksud di sini adalah majelis hakim
di mahkamah syar’iyah Banda Aceh.
E. Kajian pustaka

Pembahasan mengenai masalah perlindungan nasab anak tanpa istbat
nikah sudah pernah dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya walaupun tujuan
yang ingin dicapai tidaklah sama. Ada beberapa penelitian yang membahas
tentang perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Marhendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn
Tentang Isbat Nikah”. Berdasarkan hasil analisis akhir menjelaskan bahwa
permohonan pemohon ditolak dengan alasan-alasan yang sesuai dengan
ketentuan hukum positif berlaku dan sesuai dengan undang-undang.**

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Miftahul Munirul Haji dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten
Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama \Wonosari Tahun 2014-2016).
Berdasarkan hasil analisis permasalahannya menjelaskan bahwa dalam hukum
Islam tidak dijelaskan adanya pencatatan pernikahan secara tegas, dan dalam
hukum positif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) pernikahan tersebut sah dilakukan
jika terpenuhi rukun dan syarat sesuai agamanya. Jika hanya terpenuhi pasal 2
ayat (1), maka pernikahan tersebut juga sudah sah dimata agama tetapi belum sah
dimata negara. Kemudian ditegaskan juga bahwa dalam pasal 2 ayat (2) yang
mengharuskan pernikahan harus dicatatkan menurut undang-undang yang

berlaku.t?

10 Sudirman L, Hukum Acara Peradilan Agama, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare
Nusantara Press, 2021), him. 120

11 Marhendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penectapan Hakim Pengadilan Agama
Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang Istbat Nikah”, Tesis, (Program Pasca Sarjana:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), him. 129.

12 Miftah Munirul Haji, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Istoat Nikah
di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)”,
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Dari dua riset yang ada di atas, uraian tersebut menunjukkan masih kurangnya
yang meneliti terkait perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah peneliti penulis.
Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh
bagaimana sebenarnya perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah jika dilihat dari
segi hukum posistif menurut penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan dalam suatu karya ilmiah, metode
penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dapat mencapai
tujuan dan sasaran target yang dituju secara efektif.**> Untuk membantu dan
memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional
memerlukan suatu metode yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian yang fokus pada ilmu
hukum, serta melakukaan penelaahan kaidah-kaidah hukum.'* Maksud dalam
pendekatan yuridis ini adalah cara menghampiri masalah yang diteliti dengan
mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, al-qur’an dan
sunnah. ® Diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dihubungkan

dengan Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/MS. Bna. Jadi, setelah peneliti

memahami hukum-hukum positif yang berhubungan dengan perkara

Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/MS. Bna, setelahnya baru peneliti menganalisis

Skripsi, (Fakultas Syar’iyah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm.
74.

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop,
2003), him. 128.

4 Roni Hadijito, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990), him. 13.

15 Widarno Sukarmad, Pengantar Penelitian llmiah, (Bandung:Tarsito, 1985), him. 140.
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perkara tersebut sehingga mendapatkan beberapa kesimpulan yang ingin
diketahui. Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti tidak lari dari
hukum-hukum positif yang berkaitan dalam perkara tersebut.
2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu
penelitian kualitatif, yaitu untuk meneliti pada kondisi objek yang nyata dalam
penelitian ini melalui analisis.'® Dalam hal ini, objek yang di maksud adalah
dikeluarkannya penetapan tentang perlindungan anak tanpa isbat nikah pada
Penetapan No0.40/Pdt.P/2021/MS.Bna, inilah yang menjadi kajian spasifik
penelitian. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library research)
yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan
serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang
diteliti.
3. Sumber Data

Sumber data ada dua macam, yang pertama sumber data primer dan
yang kedua sumber data sekunder.

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penetapan
No.40/Pdt.P/2021/MS. Bna, peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia seperti diantaranya KHI, UU Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan bahan
pustaka seperti tulisan ilmiah, yang diperoleh dari bahan kepustakaan
diantaranya: buku hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Figh Islam,
kitab Figh Sunnah, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama dan buku-buku lainnya yang dianggap bersangkutan
dengan penelitian ini dan juga jurnal-jurnal terkait beserta artikel-

artikel terkait.

16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Alfabeta, 2013), him. 1.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan (library research), maka
pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka berupa
buku, skripsi terdahulu, tesis, jurnal, artikel dan karya-karya ilmiah dengan
cara membaca, mempelajari dan menganalisa yang ada kaitannya dengan
pembahasan ini. Dalam hal ini tinjauan pustaka yang di cari adalah yang
berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti, seperti buku yang ada
kaitannya dengan nasab anak, perkawinan dan hukum-hukum positif yang
berhubungan dengan nasab dan perkawinan tersebut, demikian juga dengan
jurnal atau tesis, artikel dan karya-karya ilmiah yang lainnya tentu saja yang
dapat mendukung hasil dari penelitian ini.
5. Analisis Data

Terlebih dahulu penulis mengumpulkan data kemudian dilanjutkan
dengan analisis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu metode yang
digunakan untuk mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para
hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di
pengadilan.*” Dalam perkara ini data akan dianalisis melalui Penetapan
No0.40/Pdt.P/2021/MS.Bna, dengan melihat bagaimana permasalahan ketika
duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim serta sampai ke
keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut dan akan dianalis
juga bagaimana metode penemuan hukum hakimnya sehingga dijatuhkan
nasab anak kepada ayahnya dalam permohonan penetapan nasab anak dalam
penetapan tersebut.
6. Pedoman Penulisan

Sebuah Kkarya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah

pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan Skripsi ini, buku

17 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Take Serasin, 1989), him.
68-69.
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yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebuah buku yang berjudul

“Pedoman Penulisan Skripsi FSH tahun 2019” dan buku buku terkait

dengan penulisan skripsi dan metode penelitian yang masih berlaku.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta
mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan yang membahas tentang perlindungan
nasab anak tanpa isbat nikah meliputi pengertian isbat nikah dan yang berkaitan
dengannya, hukum-hukum positif tentang perlindungan anak dan teori tentang
putusan-putusan serta penguatan dalil-dalil dalam peradilan agama.

Bab tiga, merupakan bagian analisis penulis terhadap penetapan yang
dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengenai
perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah dan bagaimana kesesuaiannya dengan
hukum.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari
penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya serta
saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan

dimasa akan datang.



BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TANPA
ISBAT NIKAH

A. Isbat Nikah dan Perlindungan Anak

1. Konsep Isbat Nikah
Kata isbat secara bahasa adalah thabata artinya penerapan,

penyungkuhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan,
menentukan dan menetapkan kebenaran sesuatu.'®

Tentang syarat isbat nikah di sini tidak dijelaskan dalam kitab figh
klasik maupun kontemporer, akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat
dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini dikarenakan isbat nikah
(penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat
Islam, yang mana perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai
dengan syariat dan rukun serta syarat nikah, tetapi pernikahan ini belum
dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).
Oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus
mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan
Agama.

Isbat nikah sangat erat hubungannya pencatatan perkawinan, berkaitan
dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara
konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum
dikenal adanya pencatatan perkawinan. Pada zaman itu perkawinan sah
apabila telah memenuhi rukun dan juga syarat-syaratnya. Untuk diketahui
masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya dii’lankan,
diumumkan kepada khalayak ramai dan luas antara lain melalui media

walimatul 'ursy. Rasulullah saw  bersabda yang artinya “umumkanlah

18 Mamhmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam”, Religi: Jurnal Studi Islam, VVol. 6, No. 1, April 2015, him. 48
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pernikahan dan pukullah rabana” (HR. Ibnu Majah). Kemudian beliau
melanjutkan sabdanya yang berarti “adakanlah walima (perhelatan)
meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” (HR. Bukhari).
Keharusan pencatatan perkawinan seharusnya lebih diperhatikan guna
untuk memudahkan segala urusan dokumen-dokumen negara yang diperlukan
sampai pada tahap pengurusan akta kelahiran anak. Seperti yang dijelaskan
hadis di atas, hendaknya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah
Nabi Muhammad saw agar mengumumkan pernikahan meskipun hanya
memotong seekor kambing dalam masyarakat kesukuan kecil seperti di Hijaz
dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai
pengumuman resmi, akan tetapi dalam masyarakat yang komplek dan penuh
dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor
kambing saja tidaklah cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi
pada kantor yang bertugas mengurusi tentang pencatatan perkawinan tersebut.
Karena hal tersebut mungkin kewajiban pencatatan perkawinan dapat
dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab figh baru nanti.®
Disamping itu ada pula argumen lain yang mendukung pentingnya
pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat al-quran
yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang
piutang hendaknya selalu dicatatkan sebagaimana Allah telah berfirman
dalam surat al-Bagarah ayat 282 sebagai berikut:
s o T B ) T s e
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang

untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....(Q.S Al-
Bagarah:282).%°

19 M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998), him. 17.

20 Q.S Al-Bagarah:282
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pencatatan perkawinan
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian
dijelaskan lagi secara singkat dalam huruf b penjelasan umum undang-undang
ini yang menyatakan, bahwa pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam
surat-surat keterangan, suatu akta dimuat pula dalam daftar pencatatan.

Pengaturan lebih lanjut dimuat dalam peraturan pelaksanaan Undang-
undang itu, yakni dalam peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 3 Ayat (1)
dijelaskan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan akan
memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat
perkawinan akan dilangsungkan.

Tenggang waktu antara = pemberitahuan  kehendak  untuk
melangsungkan akad nikah dengan pelaksanaan nikahnya, relatif cukup lama,
sehingga masyarakat yang mengetahui bahwa antara calon mempelai laki-laki
dengan calon mempelai perempuan ada halangan untuk melangsungkan
perkawinan dapat dan diharapkan menyampaikan keberatannya dan
menyampaikan informasi tentang halangan tersebut dalam tenggang waktu
yang telah ditetapkan.

Tenggang waktu tersebut diatur dalam ayat (2) yang menyatakan
bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada beberapa
ketentuan dan beberapa proses lagi yang harus diikuti sampai suatu
perkawinan tercatat dan mempunyai akta nikah, karena tanpa melalui
prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan itu, Pegawai Pencatat akan

mencatat perkawinan tersebut, namun jika tidak maka, pegawai pencatat tidak
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akan mencatat perkawinan tersebut karena tidak mengikuti prosedur yang
telah ditetapkan dan tidak akan keluar akta nikahnya.

a. Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah
Eksistensi dan independensi lembaga Peradilan Agama sejak

terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain di lingkungan
peradilan umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kewenangan
Pengadilan Agama pasca terbitnya undang-undang baru tersebut semakin
luas. Tata kerja susunan organisasi dan pertanggungjawabannya sudah
satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karenanya, maka Pengadilan
Agama dituntut untuk mampu melaksanakan tugas undang-undang
tersebut sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri dari segi SDM
maupun layanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Prosedur dan tata cara pengajuan dan penerimaan
gugatan/permohonan di Pengadilan Agama dalam praktek selama ini
dapat dikatakan belum sepenuhnya menerapkan aturan yang ditentukan di
dalam Hukum acara perdata yakni dalam Pasal 118 ayat (1), 119 dan 120
HIR/RIB secara teknis diatur dalam SKMA Rl Nomor KMA/001/SK
1991 tertanggal 24 Januari 1991.

Bantuan/nasihat yang seharusnya diberikan oleh Pengadilan
kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal
119 dan 120 HIR dalam hal pengajuan surat gugat hanya diizinkan bagi
mereka yang buta huruf, sehingga maksud gugatan diformulasikan oleh
Pengadilan Agama itu ada batasan-batasan khusus yakni memberikan
arahan-arahan yang terkait dengan proses beracara dimuka sidang
pengadilan dan bukan bersifat materiil dengan membuatkan surat gugatan
sesuai kehendak mereka Penggugat/Pemohon. Sehingga patut
dipertanyakan apa dasar hukum Pengadilan Agama mempertahankan
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dengan membuatkan formulasi surat gugatan/permohonan kepada

Penggugat/Pemohon meskipun yang bersangkutan cakap membaca dan

menulis.

Isbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur
sengketa alias voluntair. Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu
dengan syarat bila dikehendaki oleh undang-undang. Prinsipnya
pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara tersebut telah
menjadi kewenangannya karena telah diberikan undang-undang.

Pengesahan nikah (isbat nikah) yaitu permohonan agar akad nikah
yang pernah dilaksanakan di masa lalu, ditetapkan sah, karena tidak
adanya bukti otentik pernikahannya. Adapun prosedurnya sebagai berikut:
a. Suami dan/atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak

yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai pemohon,
mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.

b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal
Pemohon.

c. Pemohon harus memuat (identitas pihak pemohon/para pemohon,
posita yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya
permohonan, petitum  yaitu hal yang dimohon putusannya dari
pengadilan.

Mengenai isbat nikah ini ada Permenag Nomor 3 Tahun 1975
dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa
membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau
hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus
dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama.

2. Konsep Penetapan Anak
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak

adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.
Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan
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pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu
perkawinan yang disebut sebagai suami istri.?! Dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak
adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. ??> Anak secara
sosiologis diartikan sebagai seorang yang lahir dalam hubungan biologis
antara pria dan wanita.?® Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak
tersebut lahir dengan adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan
perempuan sehingga anak tersebut dikatakan anak yang sah secara hukum
agama, sedangkan anak yang lahir tanpa ikatan yang sah antara kedua orang
tuanya, maka anak tersebut dikatakan anak luar nikah.

Anak sah yang sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 42
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang lahir
diluar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar
kawin. Dalam hukum Islam dan KUHPerdata, anak luar kawin tidak
mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak diluar kawin
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini
terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.?*

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak
itu dianggap sah, yaitu: pertama, kehamilan bagi seorang istri bukan hal

mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak

2L Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), him. 36
22 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 8.

23 Rini fitriani, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 6.

24 Ahmad Rafig, Figh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), him. 158.
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mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak
melakukan hubungan intim, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini
secara sah, maka anak tersebut anak sah. Kedua, tenggang waktu kelahiran
dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak
perkawinan dilaksanakan. Ketiga, anak yang lahir itu terjadi dalam waktu
kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan
oleh pakar hukum Islam. Keempat, suami tidak mengingkari anak tersebut
melalui lembaga /i ‘an. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak
terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan
terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang
dikandung oleh istrinya dengan cara lain.?

Menurut hukum agama Islam, bahwa istilah “bapak™ dan “ibu” dalam
hubungan anak ini adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan
mengucapkan ijab kabul. Andai kata lahir seorang anak dari antara bapak dan
ibu ini, maka ini dinamakan anak sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan
dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak
yang tidak sah.?® Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan
perempuan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
dalam syari’at Islam, seperti terpenuhinya rukun dan syarat-Syarat nikah.

Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga
sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (ayah, kakek, ibu, nenek
dan seterusnya) dan kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping
(saudara, paman dan lain sebagainya). %’ Penentuan nasab kepada ayah

merupakan suatu akibat yang timbul dari suatu perkawinan yang dilakukan

25 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Depok: Kencana, 2017), him.
267.

%6 Slamet Abidin, ddk, Figh Munakahat, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), him. 159.

27 B, Setiawan, Ensiklopedia Indonesia Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1994),
him. 2337.
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secara sah menurut syar’i walaupun suami istri sepakat anak tersebut bukan
hasil perkawinan mereka. Di samping nasab sebagai sebuah hasil dari
perkawinan, nasab juga perlu dilihat dari sisi peruntukannya atau dari siapa
yang berhak terhadap nasab.?

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti
penting, dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak
dan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab
dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang
lahir di luar perkawinan yang sah maka anak disebut anak zina atau anak di
luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan
ibunya.?® Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan
nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa
anak yang lahir sebagai akibat zina dan/li’an, hanya mempunyai hubungan
kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat
menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.*

a. Putusan Mahkamah Konstitusi
Secara syari’at, nikah sirri dipandang sah selama terpenuhi rukun

dan syaratnya. Nikah pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada
umumnya, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA). Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari
kawin sirri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki
hubungan hukum dengan ayahnya, persis sama hukumnya dengan anak di

luar nikah.

263

276.

62.

28 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Depok: Kencana, 2017), him.
29 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kencana: Jakarta, 2004), him.

80 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him.
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Mahkamah Konstitusi berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan bukan faktor yang
menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban
administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.
Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk
memberikan jaminan perlindungan pemenuhan HAM yang bersangkutan
jadi dapat disimpulkan anak yang dilahirkan dari pra isbat nikah memiliki
hubungan dengan ayahnya dan juga ibunya serta mendapatkan hak waris
dan hak dinikahkan.

Di sisi lain, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh
negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting
yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan
dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang
sempurna dengan suatu akta autentik.

b. Undang-Undang Disdukcapil
Status anak yang lahir tanpa isbat nikah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa negara dan
pemerintahan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan
anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang
lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir di
luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak
lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak

adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak

81 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 240.



23

di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Perlindungan
hukum akibat nikah sirri, yaitu memberikan pengakuan terhadap anak
hasil nikah sirri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil
nikah sirri secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak
dari pernikahan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran si anak bisa
mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan sirri orang
tuanya.*

Anak hasil nikah sirri Kini sah secara legal formal dan tercatat
formal dalam pencatatan sipil. Hal tersebut merupakan mandat atas revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan. Pasal 50 yang berbunyi setiap pengesahan anak wajib
dilaporkan oleh orang tuanya kepada instansi pelaksana paling lambat 30
hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan
perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini
dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri
dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak
atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya
yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu
sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat
keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses

kelahiran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-

32 Http://disdukcapil.go.id/wp-content/uploads/ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak diakses pada tanggal 16 Mei 2022.
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26
menyatakan:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b.
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada Anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak
diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.>®

Ketentuan UU tersebut juga menekankan bagi ibu maupun ayah
untuk bersama-sama menjaga, merawat, memelihara, mengasuh, dan
menumbuhkembangkan anak. Hal tersebut dilaksanakan semata-mata
untuk menjamin keselamatan dan kepentingan anak.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus
memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan
hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang
tua, maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Dalam
pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-
anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua juga
merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya
kesejahteraan anak baik rohani dan jasmani maupun sosial.

c. Dasar Hukum Penetapan nasab anak
Nasab seseorang anak yang dilahirkan dapat ditetapkan kepada

ayahnya melalui salah satu dari tiga cara, yaitu sebagai berikut:

33 Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: New
Merah Putih, 2009), him. 26.



25

1) Pernikahan yang sah atau rusak (al-Zawaj al-Shahih aw al-Fasid)

Pernikahan yang sah atau rusak mmerupakan sebab
ditetapkannya nasab, dan cara menetapkan nasabnya yaitu secara
realistis, kapanpun pernikahan ditetapkan walaupun pernikahan fasid
atau pernikahan menurut kebiasaannya seperti orang Yyang
melaksanakan akad pernikahan dengan cara akad secara khusus yaitu
tanpa melalui KUA, maka setiap anak yang dilahirkan oleh setiap
wanita dapat ditetapkan nasabnya.
2) Pengakuan nasab atau pengakuan anak

Ikrar bi al-Nasab merupakan salah satu cara untuk penetapan
nasab. Ikrar bi al-Nasab ada dua macam, yaitu; pengakuan nasab
untuk diri sendiri dan pengakuan yang mencakup untuk orang lain.
3) Bukti

Bukti merupakan argumentasi transitif yang dampaknya tidak
hanya terbatas pada terdakwa saja, akan tetapi dapat ditetapkan dalam
haknya maupun hak lainnya. Penetapan nasab melalui bukti lebih kuat
dari penetapan nasab melalui ikrar bi al-Nasab karena penetapan
nasab yang sudah ditetapkan melalui ikrar dapat menjadi batal apabila
ditetapkan melalui adanya bukti.>*

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa, dalam
pengajuan  perkara — pada  penetapan  Mahkamah  Syar’iyah
No0.40/Pdt.P/2021/MS.Bna, cara penetapan anak yang diputuskan oleh
hakim melalui pembuktian, dalam perkara tersebut bukti yang diberikan
atau diajukan meliputi bukti surat dan juga bukti saksi yang bersaksi di

bawah sumpahnya, sehingga Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

34 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami Wa Adillatuh, (Damsyik: Dar Al-Fikri, 1985),
Juz, VII, him. 695.
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mengesahkan nasab anak dalam perkara pada penetapan tersebut kepada
ayahnya.

Dasar hukum asal usul keturunan anak berdasarkan ayat ini, maka
dapat disimpulkan bahwa sejak dilahirkan anak berhak mendapatkan
kejelasan nasabnya untuk menentukan status anak agar mendapatkan
perlindungan hak anak dari orang tuanya. Pentingnya kejelasan nasab

terbukti dari firman Allah dalam Al-Qur’an:

ERURICEFCT T AR e S TP T S PR
s &\u&é#’ﬁ;;uuﬁj v 221 T 205 K o5 28035
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak

mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudara seagama dan maula- maulamu. (QS. Al-Ahzab: 5)*

Ayat ini adalah perintah untuk me-manshuk apa yang biasa berlaku
di masa permulaan Islam yang membolehkan memanggil anak angkat
sebagai anak sendiri. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mereka
agar mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada bapaknya masing-
masing yang sesungguhnya. Menasabkan anak kepada oarang tuanya
adalah hukum Allah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimim.
Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain yang bukanorang
tuakandungnya bukanlah hukum Allah melainkan hukum yang dibuat-
buat manusia sendiri. Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama yang
megatakan “mengangkat anak sehingga kedudukan anak angkat itu sama
hukumnya dengan kedudukan anak kandung, seperti berhak mewarisi
dengan kedudukan anak kandung, dan sebagainya termasuk dosa

berdasarkan hadis:

% (QS. Al-Ahzab: 5)
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Q) #3 ar di o e Jo p BT W oy o6y o o i 32
Dari Sa’ad Ibn Abu Waqqash ra. Bahwa Nabi Saw. Bersabda:
“Barangsiapa yang mengaku anak dari selain ayahnya, padahal dia tahu

bahwa yang diakuinya bukan ayahnya, maka dia haram masuk surga.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Al-Alusi pada Tafsir Ruh al-Ma’ani membedakan antara
pengakuan serta pengasuhan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan
oleh seseorang terhadap seseorang anak serta menasabkan anak itu
kepadanya sehingga sama seperti anak kandungnya maka hukumnya
haram. Jika seseorang mengambil anak dan memperlakukan seperti anak
sendiri, tetapi menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan
sama kedudukannya pada hukum dengan anaknya sendiri maka Allah
tidak mengharamkannya.
Di ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak tidak diketahui orang
tuanya, dan dirawat oleh seorang muslim maka hubungannya bukanlah
menjadi anak melainkan dengan hubungan saudara seagama. kemudian
Allah menutup ayat ini menggunakan menyatakan bahwa seluruh
perbuatan dosa seperti menasabkan seorang anak kepada yang bukan
ayahnya yang dilakukan sebelum turunya ayat ini, asalkan dihentikan
setelah turunnya akan diampuni Allah.%
B. Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul
atau menyatu. Menurut istilah juga dapat berarti ljab Qobul (akad nikah) yang
mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-
kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan

yang diwajibkan oleh Islam. Isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu isbat dan

36 https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-33-al-ahzab/ayat-5 Tafsir Lengkak Dari Kemenag
Atas Surah Al-Ahzab Ayat 5, diakses 20 Juli 2022


https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-33-al-ahzab/ayat-5
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nikah, kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata isbat artinya
penetapan, pengukuhan, pengiyaan.3’ Kata perkawinan menurut istilah hukum
Islam sama dengan kata nikah dan kata zawaj nikah menurut bahasa mempunyai
arti yang sebenarnya (hagigat) yakni dhamm yang berarti menghimpit, menindih
atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni watha’a yang berarti
setubuh atau agad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.®

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami
dan beristri secara resmi.*® Suami-istri bagaikan satu kesatuan yang harus saling
melindungi. Suka dan duka ditanggung bersama demi membangun bahtera rumah
tangga yang sakinah.“® Dapatlah dipahami bahwa sepasang suami istri harus
saling menjaga hubungan baik sehingga rumah tangga berjalan dengan baik dan
sampai akhir hayat yang akan memisahkan.

Kata isbat jika digabungkan dengan kata nikah menjadi isbat nikah,
gabungan kata majemuk ini menimbulkan pengertian baru yaitu penetapan nikah
yang merupakan Produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan
dari pihak yang berkepentingan. Pendapat tersebut sejalan dengan konsep yang
dikemukakan seorang ahli yang mengatakan bahwa isbat nikah adalah sebuah
permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan
maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatat/tidak mempunyai akta
nikah) dikatakan sah dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut
pejabat berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan

37 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 2002), him. 145.

38 Ahmad Shomad, Hukum Islam Penormaan Syariat dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Group, 2010), him. 298.

39 Lukman A. Irfan, Nikah, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), him. 1-2.

40 Toha Andiko, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Saknsinya Perspektif Hukum
Islam” Jurnal Manhaj, VVol. 5, No. 3, September-Desember 2017, him. 8.
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Agama (KUA) Kecamatan setempat mencatat perkawinan semacam itu sekaligus
memberikan kutipan akta nikah.*

Istilah ishbat nikah ditemukan dalam kompilasi Hukum Islam antara lain
seperti yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat
nikahnya ke Pengadilan Agama, kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan isbat
nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini_merupakan pengembangan dari
maksud ayat (5) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum
undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada
adalah sah. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberi
peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat di KUA yang
dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian
perceraian tidak dibuat secara tersendiri tetapi agar menjadi kesatuan dalam
putusan perceraian.*?

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan mengemukakan bahwa
pengesahan perkawinan/isbat nikah adalah aturan yang dibuat atas dasar adanya
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau perkawinan tersebut
tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sementara
perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan tuntunan syariat, demikian pula
apabila ditinjau dari segi undang-undang hal ini tidak diatur dengan sendirinya

tetapi berlaku dengan ketentuan yang ada.

41 |skandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama, (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2003), him. 237.

42 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku 11 Edisi Revisi
2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan tuntunan syariat
merupakan rukun dan syarat perkawinan dalam arti perkawinan tidak sah apbila
keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya memiliki arti yang berbeda dari
segi rukun itu adalah sesuatuang berada pada dalam hakikat dan merupakan
bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat itu berkaitan dengan
rukun dalam artiannya arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi
rukun. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

a. Syuruth al-in’igad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu
akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada
akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuh karena ia
berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka
akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang
melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak
hukum.

b. Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam
perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan
akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
perkawinan itu tidak satu seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

c. Syuruth al-nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu
perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan
tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak ter penuhi menyebabkan
fasad-nya perkawinan, seperti wali yang me langsungkan akad
perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

d. Syuruth al-luzum, vyaitu syarat yang menentukan kepastian suatu
perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlang sungnya
suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak
mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini
berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan,

seperti suami harus sekufu dengan istrinya.
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Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus
terwujud dalam suatu perkawinan, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Calon mempelai laki-laki.

o o

Calon mempelai perempuan.

Wali darimempelai perempuan yang akad mengakadkan perkawinan.

o o

Dua orang saksi.

ljab yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan oleh suami.*®

= @

Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dominan banyak
menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyatan yang hidup dalam
masyarakat. Di lain pihak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berusaha
mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan undang-
undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Tujuan perkawinan
menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah
tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal.

Sehubungan dengan tujuan perkawinan tersebut, Idris berpendapat
bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan, yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam
rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih
sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan
mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah. **

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

kepercayaannya, itu berarti bahwa jika perkawinan telah memenuhi syarat dan

43 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014),
him. 59-61

44 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 27.
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rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut
adalah sah menurut pandangan agama, namun perlu disahkan lagi oleh negara,
dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang
Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab Il Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai
pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut
agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan
perkawinan yang non Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu dilakukan oleh pegawai
pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Pemeritah memberikan keringanan bagi pasangan suami istri yang
menikah tanpa pencatatan nikah secara resmi di KUA dengan membuat
kebijakan peraturan undang-undangan tentang pengajuan isbat nikah.
Pengesahan isbat nikah semata-mata untuk fungsi administrasi semata karena
perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan nikah baik yang diatur
dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat
administratif adalah syarat pada pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa Undang-Undang
Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur yaitu;
perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang
ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya,
kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang
negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan

tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.*

45 Wahyono Darmabrata, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003),
him. 101.
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C. Penerapan Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan asal usul anak merupakan sebuah alternatif agar mendapatkan
perlindungan anak dan memberikan kejelasan bagi anak yang lahir sebagai
perkawinan yang sah dan berhak secara sempurna yang memiliki hubungan
keperdataan dengan kedua orang tuanya. Penetapan asal usul (nasab) anak dalam
dasar hukum Islam dapat dilakukan melalui pengakuan (istilhag) dan pembuktian
(a-bayyinah).*® Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa asal usul seorang anak dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran yang auntentik yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang, ayat (2) menjelaskan bahwa apabila akta tersebut dalam ayat (1)
pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul
anak setelah diadakan pemeriksaan yang telitti berdasarkan bukti-bukti yang
memenuhi syarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010 tanggal 17
Februari 2012 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya seta dengan
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah
termasuk hubungan perdatanya dengan ayahnya”. Pembuktian melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi ini biasanya dilakukan dengan melakukantes
golongan darah atau DNA berguna untuk mengetahui kesamaan golongan darah
anak tersebut sama dengan ayahnya.*’

Akta kelahiran yang auntentik merupakan pembukian keabsahan
perkawinan orang tua anak. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat

4 Muhammad Taufiki, “Konsep Nasab, Istilhaq Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”,
Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, him. 60

47 Achmad Irwan Hamzani. “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1, Maret 2015, hlm. 66



34

menurut peraturan undang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang sah
ataupun yang fasid menjadi sebab untuk menetapkan nasab seorang anak. Apabila
perkawinan sudah dapat dibuktikan secara sempurna telah terpenuhi sesuai
dengan rukun perkawinan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari
adanya calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang
saksi, dan ijab kabul serta bukti tempat dan tanggal perkawinan dilakukan maka
dapat dilakukan pengesahan sebagai anak sah dari perkawinan orang tua dengan
telah diisbatkan dahulu perkawinan orang tuanya kepada Mahkamah Syar’iyah.

Isbat nikah berdasarkan pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa yang berhak
mengajukan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak
yang berkepentingan dengan perkawinan. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

a. Suami dan/atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak
yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai pemohon,
mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.

b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon.

c. Pemohon harus memuat (identitas pihak pemohon/para pemohon, posita
yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan,
petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Selain itu persyaratan penetapan nasab anak juga terdapat pada Pasal 50
ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur tentang persyaratan
pencatatan pengesahan anak sebagai berikut:

a. Kutipan Akta Kelahiran.

b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa agama
atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa terjadi sebelum kelahiran
anak.

c. Kartu Keluarga Orang Tua.
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d. Kartu Tanda Kependudukan.*

Pengadilan Agama Mojokerto dalam artikel penetapan asal usul anak dan
akibat hukumnya dalam Hukum Positif untuk mendapatkan pengesahan anak
melalui tiga cara sebagai berikut:

1. Melalui isbat nikah

Pernikahan yang dilakukan secara hukum agama menjadi sah menurut
hukum negara maka yang harus dilakukan adalah permohonan isbat nikah ke
Pengadilan Agama. Pengesahan nikah ini berlaku sejak perkawinan siri
dilakukan sehingga anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut bisa secara
langsung mengurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa mengajukan permohonan asal usul
anak.
2. Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak

Sepasang suami istri dari pernikahan siri telah dikaruniai anak, maka
melangsungkan perkawinan atau melakukan akad nikah kembali secara resmi
menurut peraturan Indonesia dengan tanggal pernikahan yang baru saja
terjadi. Hal ini berbeda dengan permohonan isbat nikah melainkan menikah
baru dan tercatat secara resmi di kantor KUA. Sehingga untuk menentukan
status anak dari pernikahan sirri harus mengajukan permohonan menetapkan
asal usul (nasab) anak ke Pengadilan.
3. Melalui permohonan/gugatan asal usul anak tanpa isbat nikah

Perkawinan sirri ini dikarenakan suami masih terikat hubungan

perkawinan istri sahnya dengan kata lain suami melakukan poligami. Maka
salah satu pengesahan anak dilakukan dengan cara mengajukan permohonan
ke Pengadilan Agama dan terbukti berdasarkan dan beralasan hukum untuk

menetapkan asal usul anak dengan amar menetapkan anak tersebut adalah

8 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
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anak kandung dari suami istri yang menikah sirri. Adapun pernikahan
poligami yang dilakukan pernikahan sirri tidak dapat diisbatkan karena
pernikahan tersebut tidak sesuai yang terdapat atas Undang-Undang No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5.%°

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa, dalam pengajuan
perkara pada penetapan Mahkamah Syar’iyah N0.40/Pdt.P/2021/MS.Bna,
cara penetapan nasab anak yang diputuskan oleh hakim melalui permohonan
asal usul anak dikarenakan suami masih terikat pada pernikahan istri
pertamanya dengan kata lain disebut suami telah melakukan poligami
sehingga pemohon | dan pemohon Il tidak dibenarkan untuk isbat nikah
karena pernikahan tersebut tidak sesuai yang terdapat atas Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5.

4 PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM
HUKUM POSITIF (pa-mojokerto.go.id) Pengadilan Agama Mojokerto dalam Artikel Penetapan
Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif diakses pada tanggal 21 Juli 2022.
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BAB TIGA

PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH TENTANG
PERLINDUNGAN HAK ANAK TANPA ISBAT NIKAH

A. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna

1. Duduk Perkara

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah menjatuhkan tanpa isbat
nikah mengajukan penetapan anak yang diajukan oleh pemohon | dan
Pemohon I1. Pemohon | jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 05
Agustus 1962 di Ranto Perlak berusia 59 tahun, tempat tinggal Dusun Setia
Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Pemohon 11
jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 26 Januari 1976 di Banda Aceh
tempat tinggal Jalan Mujur No. 53, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda
Raya, Kota Banda Aceh. Pemohon I dan Pemohon Il ini akan disebut secara
bersama menjadi para pemohon. Para pemohon merupakan pasangan suami
istri yang sah, dengan perkawinan yang memenuhi rukun serta syarat-syarat
nikahnya, dan telah dikarunia seorang anak, hanya saja pernikahan para
pemohon tersebut tidak melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan
undang-undang negara dalam artian pernikahan para pemohon hanya resmi
dihadapan hukum agama saja namun tidak pada hukum negara. Hal ini
disebabkan karena pemohon | masih memiliki istri sah, oleh karenanya
perlunya pengajuan penetapan asal usul anak (Nasab) ini demi memperjelas
status anak para pemohon dan perlindungan anak menjadi lebih terjamin.

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya
yang diserahkan kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 28
Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna tanggal 1
Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pemohon | dan pemohon Il adalah pasangan suami istri yang

telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali
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nikah bernama ayah kandung (wali pemohon I1) yang dihadiri dua (2)
orang saksi nikah bernama saksi satu dan saksi dua serta mas kawin
berupa 10 mayam emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan
secara resmi di Kantor Urusan Agama Banda Raya, karena masih
memiliki istri sah.

b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus kawin dan
pemohon Il berstatus perawan.

c. Bahwa setelah menikah pemohon | dan pemohon Il hidup rukun
sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu (1) anak,
yang bernama anak: anak pemohon | dan anak pemohon |1, umur 21
bulan.

d. Bahwa keperluan para pemohon untuk mengurus daftar gaji pada
pemohon Il, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara
kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah
anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon penetapan
tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan
mempunyai kepastian hukum.

e. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, para pemohon memohon agar
Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh c.q. Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon | dan pemohon I1.

b. Menetapkan anak yang bernama anak pemohon | dan pemohon II
adalah anak sah dari perkawinan pemohon I dengan pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Masjid Baiturrahim

Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.
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c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, para pemohon juga agar
dengan ini meminta agar menetapkan putusan dengan seadil-adilnya.
Pada hari sidang yang ditetapkan para pemohon hadir ke persidangan

untuk menghadapi sidang tersebut dan dibacakan permohonan tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, serta para pemohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis (terlampir dalam bagian skripsi ini). Para
pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi pertama, tempat tanggal lahir Sigli 01 Juli 1950 (umur 70 tahun),
pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Jin. Mujur Lamlagang,
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya akan dijelaskan
sebagai berikut.

Bahwa saksi tersebut kenal dengan pemohon karena merupakan
tetangga para pemohon, saksi juga mengetahui bahwa para pemohon
mengajukan permohonan penetapan anak karena anak para pemohon lahir
dalam perkawinan sirri antara pemohon | dengan pemohon 11, saksi juga
mengetahui bahwa pemohon | dan pemohon Il menikah pada tanggal 30
Januari 2015 di Masjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten
Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung pemohon Il dan dengan dua
orang saksi nikah dan dengan mahar 10 mayam emas.

Bahwa dalam pernikahan pemohon | dan pemohon Il tersebut telah
dikarunia seorang anak yang lahir pada tanggal 11 April 2019, dan pada
saat menikah status pemohon | adalah menikah sedangkan status pemohon
Il perawan dan di antara keduanya tidak ada hubungan mahram. Pemohon
I dan pemohon Il bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), alasan
dilarangnya perkawinan mereka dikarenakan pemohon | masih terikat
perkawinan yang sah dengan wanita lain, namun status pemohon | dan
pemohon Il saat ini telah bercerai. Bahwa saksi juga mengetahui para

pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk
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keperluan pengurusan daftar gaji pada pemohon II, namun mendapatkan

kesulitan karena pihak bendahara kantor meminta surat yang

menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon.

b. Saksi kedua, umur 34 tahun beragama Islam, berprofesi sebagai
wiraswasta, pendidikan terakhirnya adalah SMP kediaman di dusun
Damai Indah, Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, saksi
kedua juga memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana
pokoknya adalah.

Bahwa saksi kedua kenal dengan para pemohon dan bertetangga
dengan para pemohon, saksi kedua juga mengetahui bahwa para pemohon
mengajukan permohonan penetapan anak karena anak para pemohon lahir
dalam perkawinan sirri, mereka menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di
Masjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara,
dengan wali nikah ayah kandung pemohon Il yang dihadiri dua orang
saksi nikah serta mas kawin berupa 10 mayam emas.

Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikarunia seorang
anak yang lahir pada tanggal 11 April 2019. Pada saat menikah status
pemohon | adalah menikah sedangkan status pemohon Il adalah perawan
dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, para pemohon
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena status pemohon | yang
masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain sehingga menjadi
penyebab dilarangnya perkawinan mereka dan saat ini pemohon | dan
pemohon Il telah bercerai, saksi kedua ini juga mengetahui para pemohon
mengajukan permohonan penetapan nasab anak tersebut bertujuan untuk
keperluan pengurusan daftar gaji pada pemohon II.

2. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 20 yang menentukan bahwa
Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain
penetapan nasab anak, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini,
pemohon II tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,
maka secara absolut maupun relatif, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
berwenang memeriksa perkara tersebut.

Pertimbangan hukum yang akan di keluarkan oleh Majelis Hakim ini,
akan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, sehingga perkara yang
diajukan ada yang dapat diproses dan ada juga yang tidak dapat diproses. Hal
ini setelah melihat berbagai aspek dari mulai teori pembuktian yang diajukan
dan fakta-fakta yang terlihat dalam perkara tersebut, barulah hakim akan
memperjelas suatu perkara tersebut.

Sehingga oleh karenanya pengajuan para pemohon dalam penetapan
Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna berhak mendapatkan pemeriksaan secara
terperinci dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkait penetapan nasab
anak tanpa isbat nikah yang telah dilakukan oleh para pemohon, dan apabila
para pemohon tidak memiliki cukup bukti dalam pengajuan perkaranya, maka
para hakim berhak menolak untuk mengeluarkan keputusannya sampai para
pemohon telah benar-benar memiliki bukti yang dapat dijadikan alasan hakim
mengeluarkan amar putusan tentang penetapan asal usul anak para pemohon
tersebut.

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan
penetapan nasab anak terhadap seorang anaknya yang bernama anak pemohon
I dan pemohon 11, yang lahir pada tanggal 11 April 2019 dengan alasan anak
tersebut lahir dalam perkawinan siri yang belum melakukan pencatatan nikah
sehingga para pemohon kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak
tersebut. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

para pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 (terlampir dalam
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bagian skripsi ini) dan juga telah menghadirkan dua orang saksi ke
persidangan yang bernama M. Husen Ibrahim bin Ibrahim dan Faisal
Syahputra bin M. Muksin.

Keperluan penetapan nasab anak jika dilihat dari keinginan para
pemohon dalam penetapan nasab anak tersebut kepada ayah kandungnya
sangatlah penting, dikarenakan agar anak yang lahir dari pernikahan yang sah
tersebut namun hanya secara hukum agama tidak dengan hukum negara,
mendapatkan status yang jelas dihadapan negara dan mendapatkan
perlindungan yang sama selayaknya anak-anak yang orang tuanya menikah
pada umumnya, sehingga anak yang lahir dalam pernikahan sirri tersebut juga
mendapatkan haknya sebagai anak, salah satunya hak anak untuk
mendapatkan perlindungan hukum.

Menimbang bahwa para pemohon dalam petitum angka 2 meminta
agar Majelis Hakim menetapkan 1 orang anak yang bernama anak pemohon |
satu dan pemohon Il yang lahir pada 11 April 2019 di Banda Aceh sebagai
anak sah pemohon I dan pemohon . Menimbang bahwa setiap warga negara
kesatuan republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan
termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak
asasi manusia. Menimbang bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari
Tuhan Yang Maha Esa, dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya.

Menimbang bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung
jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun sosial serta
berakhlak mulia, oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai
salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan
jaminan terhadap pemenuhan hak-hak, serta adanya perlakuan tanpa

diskriminasi.
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Menimbang bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu
nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk
mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Identitas diri seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang
dituangkan dalam akta kelahiran (vide Pasal 5, Pasal 7, ayat (1) dan Pasal 27
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menimbang bahwa
dalam pertimbangan seperti yang terurai di atas, dalam agama Islam seorang
anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (Igraru bin Nasab), yang
hal tersebut bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam
kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan
permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata-mata
para pemohon memohon agar anak tersebut seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka
lakukan tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah. Menimbang
bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang
anak yang bernama anak pemohon | dan pemohon I, dilahirkan akibat adanya
perkawinan yang dilakukan oleh pemohon | dengan pemohon Il yang ternyata
pada saat perkawinan tersebut dilakukan, hingga kemudian pemohon Il hamil
dan melahirkan anak tersebut, pemohon I masih terikat perkawinan yang sah
dengan perempuan lain, sehingga perkawinan antara pemohon I dan pemohon
Il tidak dapat dicatatkan perkawinannya di KUA.

Menimbang bahwa pemohon Il sangat membutuhkan penetapan
tentang nasab anak tersebut untuk keperluan pemohon Il dalam mengurus
daftar gaji, namun mendapat kesulitan karena pihak bendahara kantor
meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah
anak kandung dari pemohon | dan pemohon Il yang dapat dijadikan alas

hukum dan mempunyai kepastian hukum.
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Menimbang bahwa atas fakta yang telah disebutkan di atas, majelis
hakim menilai akan sangat tidak adil apabila anak yang bernama anak
pemohon | dan pemohon Il tidak dapat dinasabkan kepada pemohon I, karena
sudah sangat jelas anak tersebut merupakan hasil pembuahan yang dilakukan
pemohon | dengan pemohon Il berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan dan
tidak ada pihak lain yang mengajukan suatu gugatan pengingkaran anak.

Menimbang bahwa adanya fakta hukum berupa perkawinan para
pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, kemudian hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang bernama
anak pemohon | dan pemohon Il, maka anak tersebut haruslah dinasabkan
kepada pemohon | sebagai ayah anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut
merupakan anak sah pemohon | dan pemohon Il. Ketetapan tersebut sebagai
kepastian hukum bagi pemohon | tentang adanya hubungan nasab antara
pemohon | dengan anaknya yang bernama anak pemohon | dan pemohon I,
serta sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang
kejelasan garis nasabnya.

Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan ini, maka majelis hakim
akan mengeluarkan amar putusannya, melalui tinjauan-tinjauan yang telah
dilakukan sebelumnya, hakim perlu memberikan keputusan yang seadil-
adilnya bagi para pemohon sesuai dengan bukti yang diberikan dan melihat
hukum positif yang dapat dijadikan rujukan dalam mengeluarkan putusan
tersebut sehingga perkara dapat diadili dan anak dalam perkara ini bisa
mendapatkan haknya yaitu hak perlindungan anak.

B. Analisis Perlindungan Nasab Anak tanpa Isbat Nikah Penetapan Nomor
40/Pdt.P/2021/Ms. Bna

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu generasi
penerus yang memiliki peran yang penting dalam membentuk sebuah keluarga
menjadi lebih baik, sehingga seorang anak membutuhkan pembinaan dan

perlindungan yang baik untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak
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tersebut dari segi pertumbuhan fisik, psikis, mental maupun sosialnya. Oleh
karena perlindungan anak tersebut sangat penting sehingga perlunya status anak
yang jelas di mata agama dan juga dalam pandangan Undang-undang negara,
sehingga akan memudahkan anak tersebut dalam menata kehidupannya. Status
perkawinan yang dilakukan orang tuanya tanpa pencatatan pada negara, maka
anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran otentik, walaupun anak tersebut lahir
dalam pernikahan yang sah, hal ini akan memberikan kesulitan pada anak saat
ingin memasuki pendidikan dan sebagainya. Bagaimana perlindungan anak pra
isbat nikah tersebut jika ditinjau dari hukum positif pada penetapan Nomor
40/Pdt.P/2021/Ms. Bna.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan hakim terkait
penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna tentang perlindungan nasab anak tanpa
isbat nikah dan juga metode penemuan hukum hakimnya dalam memutuskan
perkara penetapan nasab anak dalam perkara ini. Pengadilan Agama Banda Aceh
telah memutuskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam memutuskan
suatu perkara. Hakim pada umumnya sebagai penegak hukum dan keadilan harus
berusaha memberikan suatu penetapan yang seadil-adilnya tentunya dengan
mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis
serta nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Dengan demikian setiap penetapan yang diberikan atau dikeluarkan oleh
Mahkamah Syar’iyah sudah melalui berbagai tinjuan dan aspek-aspek yang
mendukung sehingga, setiap penetapan yang dibuat telah melalui hukum-hukum
yang menguatkan penetapan tersebut.

Pernyataan para pemohon dalam penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms.
Bna. Memberi penjelasan bahwa para pemohon dalam status pernikahannya
hidup rukun layaknya pasangan suami lainnya, namun penikahan tersebut karena
tidak tercatat di KUA sehingga mengalami kesulitan dalam proses administrasi
pengurusan daftar gaji pemohon Il. Maksud dari para pemohon tersebut atas

pengajuan penetapan nasab anak tersebut juga diketahui oleh para saksi dengan
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tujuan anak yang lahir dalam nikah sirri tersebut mendapatkan perlindungan
hukum yang jelas dan status anak juga menjadi jelas. Karena suami masih terikat
hubungan perkawinan istri sahnya dengan kata lain suami melakukan poligami.
Maka salah satu pengesahan anak dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan ke Mahkamah Syar’iyah tanpa isbat nikah dan terbukti berdasarkan
dan beralasan hukum untuk menetapkan asal usul anak dengan amar menetapkan
anak tersebut adalah anak kandung mereka.

Dalam pengajuan penetapan nasab anak tanpa isbat nikah para pemohon
tersebut telah menghadirkan saksi sebagaimana telah peneliti uraikan di atas, yang
mana kedua saksi yang telah diajukan oleh para pemohon tersebut yakni pemohon
| dan pemohon Il merupakan kedua saksi yang dapat dijadikan alas pembuktian
atas perkara tersebut dengan ketentuan bahwa kedua sakisi tidak berbohong
dalam sumpahnya sehingga semua yang disebutkan bahwa kedua saksi tersebut
kenal dengan pemohon | dan juga pemohon Il, serta para saksi juga mengetahui
bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan sirri dan dalam pernikahan
para pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak yang belum ada kejelasan
status hukum dalam pandangan negara, sehingga para pemohon melakukan
penetapan nasab anak tanpa isbat nikah tersebut. Kedua saksi juga mengetahui
maksud para pemohon bahwa pengurusan penetapan nasab anak tersebut juga
demi memudahkan pengurusan daftar gaji pemohon Il yang sekarang berstatus
mantan istri.

Setelah para pemohon mengajukan bukti-bukti seperti yang tersebut di
atas, maka para pemohon menyatakan cukup dan tidak lagi mengajukan bukti-
bukti serta memohon kepada hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk
penetapan, sehingga para pemohon akan mendengar pertimbangan hukum yang
dinyatakan oleh hakim dan menerima setiap keputusan yang akan dibuat nantinya.

Dari duduk perkara para pemohon dalam pengajuan penetapan nasab anak
tersebut, maka dapat diketahui oleh peneliti bahwa dalam pengajuan tersebut para

pemohon yaitu pemohon I dan pemohon Il dalam permohonan para permohon
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mengajukan beberapa bukti yang bertujuan sebagai pembuktian dari kebenaran
perkara tersebut, yaitu berupa bukti surat-surat yang uraiannya telah disebutkan
di atas juga bukti saksi dimana terdapat dua saksi dan kedua saksi tersebut
memberikan kesaksiannya di bawah sumpah.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan oleh hakim yang
bertugas dalam memeriksa perkara tersebut, terbukti bahwa bukti yang diberikan
adalah bukti yang dapat diterima baik itu bukti surat ataupun bukti saksi, dimana
semua bukti yang diajukan tersebut benar adanya setelah ditinjau sehingga
perkara ini akan di adili pada tahap selanjutnya.

Kemudian dalam duduk perkara di atas diberikan keputusan yang bahwa
perkara pengajuan penetapan nasab anak tanpa isbat nikah tersebut dapat
ditindaklanjuti sehingga masuk dalam ranah pertimbangan-pertimbangan hakim
sehingga dapat diberikan penetapan dari perkara tersebut yaitu nasab anak akan
dijatuhkan kepada ayah kandungnya atau kepada pemohon | dalam perkara ini.
Duduk perkara ini dapat dilanjutkan karena telah sesuai dengan hukum positif
yang ada berkaitan dengan hak anak yaitu hak seorang anak untuk mendapatkan
perlindungan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, dan hukum positif ini tidak menyalahi hukum positif
lainnya sehingga perlu bagi majelis hakim mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu penetapan yang diberikan oleh hakim
serta di dalamnya yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum
di samping itu juga mengandung berbagai manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan dalam hal ini yaitu bagi para pemohon yang mengajukan penetapan
nasab anak, sehingga pertimbangan para hakim ini harus disikapi dengan teliti,
baik dan dengan cermat, karena apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik serta
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan

dibatalkan oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.
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Berdasarkan bukti dan surat-surat yang telah diberikan oleh para pemohon
kepada hakim, serta majelis hakim mempertimbangkan kebenaran dari dalil-dalil
berupa bukti surat dan dikuatkan dengan dua orang saksi yang kesaksiannya dapat
diterima sebagai alat bukti yang sesuai dengan Pasal 284 R. Bg jo, Pasal 308 R.
Bg, Pasal 309 R. B.g. Dan setelah ditinjau semua dalil untuk menguatkan gugatan
untuk pengajuan penetapan nasab anak tersebut adalah benar adanya sehingga
majelis hakim akan menetapkan amarnya. Dalam penetapan amarnya para hakim
memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun berbagai
pertimbangan majelis ~hakim berdasarkan bukti-bukti yang telah ada,
penjelasannya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh
majelis hakim di atas, maka pertimbangan tersebut telah dilakukan dengan teliti
dan cermat sehingga mengeluarkan keputusan yang mana pengajuan penetapan
nasab anak tanpa isbat nikah tersebut diterima dan nasab anak diberikan kepada
ayahnya selaku pemohon I, sehingga dari penetapan ini, maka anak dari para
pemohon telah mendapatkan alas hukum dan telah mendapatkan perlindungan
secara hukum yang sebagaimana seharusnya didapatkan oleh setiap anak yang
dilahirkan secara sah.

Penetapan yang dikeluarkan oleh hakim atau yang diberikan oleh hakim
tersebut telah sesuai dengan Kketentuan-ketentuan yang ada, sehingga
dikabulkannya nasab anak kepada ayahnya selaku pemohon I dalam perkara ini,
dan ini juga keputusan hakim yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak dapat dibantah dengan
hukum positif lainnya, dikarenakan para hakim telah meninjau kebenarannya
yang bahwa dalam perkara Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna para
pemohon memang telah melakukan pernikahan yang sah secara agama dengan
rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syari’at sehingga pernikahan

tersebut adalah pernikahan yang sah hanya saja tidak melakukan pencatatan nikah
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di Kantor Urusan Agama karena masih terikat hubungan yang sah dengan wanita
lain.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Dikabulkannya
Permohonan Pengesahan Nasab Anak Dari Pasangan tanpa Isbat Nikah
dalam Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna

Penetapan majelis hakim, terhadap terkabulnya permohonan asal usul
anak pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/Ms. Bna adalah merujuk pada
pembuktian yang diajukan oleh para pemohon yaitu berupa bukti surat; Kartu
Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dari kedua pemohon serta
Surat Keterangan Nikah sirri dan bukti saksi sebagai mana yang diketahui bahwa
kekuatan hukum alat bukti ada beberapa teori, seperti teori vrijbewijs dimana teori
ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti dan teori
verplichtbewijs yaitu teori yang menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat
bukti.®® Adapun ketentuan yang terdapat HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
menganut gabungan dari teori-teori tersebut, artinya ada kekuatan bahwa hakim
terikat dan ada pula yang mengatakan bahwa hakim bebas menilai alat-alat bukti
tersebut. Contohnya dalam hal sumpah hakim terikat dalam sumpah tersebut dan
harus dianggap benar oleh hakim.

Penjelasan kekuatan alat bukti di atas memberikan penjelasan bahwa alat
bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mengajukan berbagai
perkara yang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor
40/Pdt.P/2021/MS.Bna dalam penelitian ini merupakan perkara penetapan nasab
anak tanpa isbat nikah sehingga juga membutuhkan pada bukti-bukti otentik
seperti surat-surat dan juga bukti saksi, dimana saksi akan memberikan
kesaksianya di bawah sumpahnya, dan para hakim terikat dengan sumpah tersebut
sehingga bukti saksi di bawah sumpah tersebut dikatakan bukti yang sangat kuat

sehingga akan memudahkan para hakim dalam memutuskan amarnya setelah

50 Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1974),
him. 86.
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melakukan berbagai pertimbangan dari hal-hal yang telah diajukan berupa bukti-
bukti yang telah peneliti sebutkan tadi. Hanya saja dalam penetapannya hakim
tidak memberi syarat dengan adanya bukti dari tes golongan darah atau disebut
tes DNA yang dimana seseorang bisa mengetahui informasi genetika seseorang.
Karena hakim berpendapat bahwa kartu tanda kependudukan, akta kelahiran,
kartu keluarga dari kedua pemohon serta surat keterangan nikah sirri dan bukti
saksi yang disertai sumpah sudah cukup untuk menunjukkan anak tersebut adalah
anak kandung dari pemohon | dan pemohon Il.

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sebuah perkara penetapan
pengadilan agama didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling
berhubungan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dalam ranah
kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman,
sehingga melalui penetapannya, dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu
kepastian hukum.

Dalam pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang pokok persoalan
dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak dibantah/disangkal, adanya analisis
secara yuridis terhadap penetapan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal
yang terbukti dalam persidangan dan adanya bagian petitium para pemohon yang
harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu seingga hakim dapat menarik
kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya, dapat dikabulkan atau ditolaknya suatu
perkara tersebut dalam tuntutannya, sehingga dikeluarkan sebuah amar hakim
yang benar.

Dalam persidangan tersebut para pemohon menguatkan permohonanya
dengan mengajukan bukti berupa surat dan dua saksi yang mana bukti tersebut
setelah dilakukan pertimbangan dan diperiksa oleh hakim, ditemukan
kebenarannya sehingga penetapan asal usul anak dapat dikabulkan kepada para
pemohon sehingga jelaslah nasab anak tersebut terhadap pemohon | yang
merupakan ayah kandung dari anak pemohon I. Majelis Hakim juga merujuk pada

doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fighu Al Islami Wa Adillatuhu
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yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini yang
artinya sebagai berikut:
Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab
untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata
terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) ataupun
pernikahan secara adat, yang terjaadi dengan cara-cara tertentu
(tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi,

dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan
tersebut sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan.

Demikian pula, seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah dalam Kitab
Taudhihul Ahkam yang artinya; “Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan
yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab anak diikutkan kepadanya
dan dengannya Dberkaitlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan
kesepakatan ulaman sesuai yang saya ketahui meskipun pada hakikatnya
pernikahan itu batil menurut Allah dan Rasul-Nya, dan begitu juga setiap
hubungan bada yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka
nasabnya tetap diikutkan kepadanya)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat permchonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan
dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para pemohon. Menimbang bahwa
dengan dikabulkannya permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 55
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal
103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan
dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh
untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud.

Pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, yang mana mengabulkan
penetapan nasab anak dalam perkara ini, bahwa anak tersebut adalah anak yang
sah dari para pemohon dan menjadikan dasar hukum dikeluarkannya pencatatan

perkawinan serta menerbitkan akta kelahiran anak para pemohon tersebut yang
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mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) undang-undang yang telah peneliti
sebutkan di atas juga merujuk pada kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalam
amar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada
para pemohon untuk melaporkan pencatatan penetapan nasab anak sebagaimana
penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman para pemohon.

Untuk pengurusan administrasi kependudukan Majelis Hakim telah
menambahkan petitum dalam perkara perlindungan nasab anak tanpa isbat nikah
tersebut agar memenuhi Pasal 47 Undang-undang 23 tahun 2006, maka akan
memudahkan bagi para pemohon dalam pengurusan status kependudukan dan
juga dalam bidang pekerjaan misalnya dalam perkara ini terkait dengan keperluan
pengurusan gaji pemohon Il dan juga memberikan perlindungan kepada anak
setelah dikelarkannya akta lahir kepada anak yang bersangkutan yaitu anak para
pemohon dalam perkara ini. Tidak hanya ini, anak para pemohon juga nantinya
akan mendapat kemudahan dalam pengurusan kependidikannya pada waktu yang
akan datang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang
nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para
pemohon.

Dalam pengajuan perkara setiap para pemohon akan membayar biaya
yang timbul dari perkara yang diajukan, dan hal ini sudah disepakiti oleh pihak-
pihak yang bersangkutan dalam perkara ini. Majelis Hakim membuat penetapan
ini mengacu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah ada

sebelumnya.
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Memperhatikan, kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 (huruf a) angka (20)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam
menetapkan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan anak
yang bernama anak pemohon | dan pemohon 11, lahir di Banda Aceh pada Tanggal
11 April 2019 adalah anak sah dari pemohon | dan Il serta menetapkan biaya
persidangan kepada para pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas,
maka dapat peneliti simpulkan bahwa, status anak dalam perkara ini merupakan
anak sah dari para pemohon dan nasab anak di jatuhkan pada ayahnya selaku
pemohon | dan juga pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini mengaju pada
hukum positif dan hukum Islam serta dengan kekuatan alat bukti yang telah
diajukan oleh para pemohon sehingga dengan demikian jelaslah status anak dalam
perkara ini, juga mendapatkan perlindungan hukum secara jelas setelah
mengajukan perkara penetapan nasab anak tersebut. Oleh karenanya anak dan
juga kedua orang tuanya akan mudah dalam pengurusan masalah administrasi

kependudukan serta yang berkaitan dengannya.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini dan hasil penelitian yang

dilakukan, maka yang menjadi kesimpulannya yaitu:

1. Bahwa berdasarkan ketetapan undang-undang pada penetapan Mahkamah
Syar’iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS. Bna yaitu tidak bertentangan dengan
hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak adalah setiap anak berhak atas menerima
perlindungan dan mendapatkan haknya salah satu haknya tersebut adalah
identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas diri seorang anak
harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran
(vide Pasal 5, Pasal 7, ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

2. Adapun pertimbangan hukum hakim terhadap dikabulkannya
permohonan pengesahan nasab anak tanpa melakukan isbat nikah adalah
merujuk pada hal-hal sebagai berikut:

a. Merujuk pada pembuktian berupa kartu tanda kependudukan, kartu
keluarga dari kedua pemohon, akta kelahiran anak, surat keterangan
nikah sirri dan dua saksi berserta sumpah.

b. Merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fighu
Al-Islami Wa Adillatuhu, yaitu pernikahan sah maupun yang fasid
merupakan sebab untuk menetapkan nasab, apabila pernikahan itu
secara adat tanpa akta pernikahan secara resmi maka dapat ditetapkan
nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari

suami istri.
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c. Merujuk pada ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.
d. Merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
B. Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang ingin
peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dibentuk atau diatur pencatatan kelahiran, sehingga akan
memberikan kemudahan bagi orang tua dalam mengurus administrasi
keperluan anak tersebut serta perlindungan anak lebih terjamin.

2. Diharapkan bagi pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap
masalah pencatatan perkawinan, karena akan berdampak terhadap
pencatatan kelahiran anak dan pelanggaran terhadap hak anak.

3. Dari peneliti sendiri, masyarakat bisa mengajukan penetapan nasab anak
ke Pengadilan tanpa melakukan isbat nikah terlebih dahulu.
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mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 September 2021 an.
Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Desember
2021 Dr. Jabbar, M.A.
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PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna

Pl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ranto Perlak,
05-08-1962, usia 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-
laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan
Terakhir S-I, Tempat tinggal Dusun Setia
Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa

Baro, Kota Langsa, sebagai Pemohon I;

PEMOHON [I; NIK XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 26-
01-1976, wusia 45 tahun, Jenis kelamin
Perempuan, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin,
Pendidikan S-1, Tempat tinggal Jalan Mujur No.
53, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda

Raya, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il secara bersama disebut

para Pemohon;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;
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Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, saksi-saksi

serta mempertimbangkan bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat
permohonannya tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di
kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam register perkara
Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna tanggal 1 Februari 2021 telah
mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemaohon Il adalah pasangan suami isteri yang
telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali
nikah bernama ayah kandung (WALI PEMOHON IlI) yang dihadiri 2
(dua) orang saksi nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta
mas kawin berupa 10 Mayan emas, namun pernikahan tersebut belum
dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Banda Raya, karena
masih memiliki istri sah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus kawin dan
Pemohon Il berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak,
yang bernama : ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON I, umur 21 bulan;

4. Bahwa keperluan para Pemohon untuk mengurus daftar gaji pada
Pemohon II, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara
kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah
anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon
penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas

hukum dan mempunyai kepastian hukum;
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6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar
Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh c.q. Majelis Hakim memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON
Il adalah anak sah dari perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il
yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Mesjid Baiturrahim
Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang
menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171076601760001 atas nama
Yessi Susanti, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan
aslinya ( P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara PEMOHON | dengan
PEMOHON Il yang ditanda tangani oleh Wali Nikah pada tanggal 30
Januari 2015 dan disaksikan oleh Tgk. M. Husen dan SAKSI DUA dan
dikuatkan oleh Mesjid Baiturrahim Seunuddon, bermaterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya ( P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yessi Susanti no.
117107231019002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan pada
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tanggal 17-09-2020, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai
dengan aslinya ( P.3);
Fotokopi Akte kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON nomor
1171075104190001, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai
dengan aslinya ( P.4);

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI PERTAMA, tempat tanggal lahir Sigli 01-07-1950 (umur 70
tahun), pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jin. Mujur
Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, saksi
tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para

Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal

usul anak karena anak para Pemaohon lahir dalam perkawinan sirri antara

Pemohon | dan Pemohon;

- Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon |l pada tanggal
30 Januari 2015 di Mesjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon
I bernama WALI PEMOHON II, dan 2 (dua) orang saksi nikah
bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mahar berupa emas
10 Mayam;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON Il lahir tanggal 11 April 2019;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah menikah
sedangkan Pemohon Il adalah perawan dan antara keduanya tidak

ada hubungan mahram;
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Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil, dan Pemohon | pada saat menikah dengan Pemohon
II telah terikat perkawinan dengan perempuan lain sehingga
menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka,

Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon Il telah bercerai;

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan
asal usul anak tersebut untuk keperluan pengurusan daftar gaji
pada Pemohon Il, namun mendapatkan kesulitan karena pihak
bendahara kantor meminta surat yang menerangkan kalau anak

tersebut adalah anak kandung para Pemohon,;

2. SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

pendidikan SMP, tempat kediaman di dusun Damai Indah, Gampong

Alue Dua, kecamatan Langsa Baro, saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para
Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan
asal usul anak karena anak para Pemohon lahir dalam perkawinan
sirri antara Pemohon | dan Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal pada tanggal
30 Januari 2015 di Mesjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon
bernama WALI PEMOHON Il, yang dihadiri 2 (dua) orang saksi
nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mas kawin
berupa 10 Mayan emas;

Bahwa dalam Perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut,
telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON lI, lahir tanggal 11 April 2019;
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- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon | adalah menikah
sedang Pemohon Il adalah perawan dan antara keduanya tidak
ada hubungan mahram;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil, dan Pemohon | pada saat menikah dengan Pemohon Il terikat
perkawinan dengan perempuan lain sehingga menjadi sebab
dilarangnya perkawinan mereka;

- Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon Il telah bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan
asal usul anak tersebut untuk keperluan pengurusan daftar gaji
pada Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup dan tidak
akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan
ini, maka ditunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari rangkaian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para
Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf
b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Penjelasan pasal tersebut Huruf a angka 20 yang menentukan
bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
antara lain penetapan asal usul seorang anak, dan berdasarkan fakta

dalam identitas perkara ini, Pemohon Il tinggal dalam wilayah yurisdiksi
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Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, maka secara absolut maupun relatif,
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
penetapan asal usul anak terhadap seorang anaknya yang bernama :
ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON I, lahir tanggal 11 April 2019
dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri Pemohon | dan
Pemohon 1l sehingga para Pemohon mengalami kesulitan dalam
mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya
Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3,
P.4 dan juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan masing-
masing bernama M. Husen Ibrahim bin Ibrahim dan Faisal Syahputra bin
M. Muksin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan
memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il, merupakan akta otentik,
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan bahwa Pemohon Il adalah penduduk yang bertempat tinggal
di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
Kartu Keluarga Pemohon Il yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, merupakan akta
otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan Pemohon Il sebagai Kepala Keluarga dan status perkawinan

Kawin belum tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



69

formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
Surat Keterangan Nikah antara Pemohon | dan Pemohon II yang
dikeluarkan oleh Imam Mesjid Baiturrahim Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara, isinya menjelaskan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il telah menikah pada tanggal tanggal 30 Januari 2015, dengan
wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI PEMOHON II, dan 2
(dua) orang saksi nikah bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mas
kawin berupa 10 Mayan emas, sehingga bukti tersebut merupakan bukti
awal, masih dibutuhkan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan dalil-dalil
permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai
dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON II sebagai anak kandung dari Yessi Susanti (Pemohon II),
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemon yang dihadirkan di
persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah
sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan
dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 308 R.Bg,
Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan
bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
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- Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada
tanggal pada tanggal 30 Januari 2015 di Mesjid Baiturrahim
Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah
ayah kandung (WALI PEMOHON 11) dan 2 (dua) orang saksi nikah
bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA serta mas kawin berupa 10
Mayan emas;

- Bahwa setelah menikah, para Pemohon dikaruniai seorang anak yang
diberi nama : ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON I, lahir tanggal 11
April 2019;

- Bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan
anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon | dan Pemohon
Il;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2
meminta agar Majelis Hakim menetapkan 1 ( satu ) orang anak yang
bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON I, yang lahir di Banda
Aceh pada tanggal 11 April 2019 sebagai anak sah Pemohon | dan
Pemohon Il ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik
Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk
perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi
manusia,

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul
tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun

social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya
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perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak
tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya,
serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas
suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak
untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran ( vide pasal 5, pasal
7 ayat (1) dan pasal 27 ayat ( 1) dan ( 2 ) Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2002 );

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di
atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab
dari orang tuanya ( Igraru bin Nasab ), yang hal itu bersifat fundamental
sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai
aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak
mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya,
tetapi semata — mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas
ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan
tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan,
telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON II, dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh
Pemohon | dan Pemohon II, yang ternyata saat perkawinan tersebut
dilakukan, hingga kemudian Pemohon Il hamil dan melahirkan anak
tersebut, Pemohon | masih terikat perkawinan yang sah dengan
perempuan lain ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon | dan Pemohon I

tersebut, oleh karena adanya halangan dalam perkawinan tersebut, yakni
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Pemohon | sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan
perempuan lain, maka Perkawinan Pemohon | dan Pemohon tidak dapat
dicatatkan perkawinannya di KUA dan tidak dapat dimohonkan
pengesahannya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ;

Menimbang, bahwa Pemohon Il sangat membutuhkan penetapan
tentang asal —usul anak ini untuk keperluan Pemohon Il mengurus daftar
gaji, namun mendapatkan kesulitan karena pihak bendahara kantor
meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak
kandung para Pemohon yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan
mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas fakta yang sedemikian itu, Majelis Hakim
menilai akan sangat tidak adil apabila anak yang bernama ANAK
PEMOHON | DAN PEMOHON Il tersebut tidak dapat dinasabkan kepada
Pemohon I, karena sudah sangat jelas anak tersebut merupakan hasil
pembuahan yang dilakukan Pemohon | dengan Pemohon Il, dan tidak ada
pihak-pihak mengajukan suatu gugatan pengingkaran anak ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum berupa perkawinan Para
Pemohon sebagaimana yang telah tersebut di atas, kemudian hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang
bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON II, maka anak tersebut
haruslah dinasabkan kepada Pemohon | sebagai ayah anak tersebut,
yang berarti pula anak tersebut merupakan anak sah Pemohon | dan
Pemohon Il. Ketetapan tersebut sebagai kepastian hukum bagi Pemohon
| tentang adanya hubungan nasab antara Pemohon | dengan anak yang
bernama ANAK PEMOHON | DAN PEMOHON I, serta sekaligus sebagai
perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab
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Al Fighu Al Islami Wa Adillatuhu yang kemudian diambil alih menjadi
pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut :

Tl Jiad a8l gl 8 4% 5l (8 yha g o) LAY o Sleadlll ) masiall 1 g 50
Len )l #1500 Allas (8 Jiss (993 palA e (G ylay Iadaia (6 L e a5 OIS ) laudd (S ol
A gl e sl pall 4y Sl L JS s
Artinya : “pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah
merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus,
maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun
pernikahan itu fasid ( rusak ) atau pernikahan secara adat, yang
terjadi dengan cara — cara tertentu (tradisional) tanpa
didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah
ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan

tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) ;

Demikian pula, seperti yang dinyatakan lbnu Taimiyah dalam kitab
Taudhihul Ahkam yang artinya sebagai berikut : “Barangsiapa menggauli
wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka
nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah
mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya
ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah
dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini
tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan
kepadanya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon
tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah
para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut,
maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi



74

Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum
bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk
menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud,

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum
dalam amar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka
diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan asal
usul anak sebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari
perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 (huruf a) angka
(20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta
Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON I1, lahir di Banda Aceh pada tanggal 11 April 2019 adalah
anak sah Pemohon | (PEMOHON |) dengan Pemohon Il (PEMOHON
)

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk melaporkan

dan mencatatkan asal usul anak ini sebagaimana pada diktum 2 di
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atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda
Aceh;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya’ban 1442 Hijriah, oleh kami
Dra. ANB. Muthmainah,W.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Arinal, M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainal Mardhiah, S.Ag sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Arinal, M.H. Dra. ANB. Muthmainah,W.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ainal Mardhiah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00




2. Proses
3. Panggilan

4. PNBP Panggilan
4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah

Rp. 50.000,00
Rp. 490.000,00
Rp. 10.000,00
Rp 10.000,00
Rp 10.000,00
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Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah )



